
 
 

xiv 
 

ABSTRAK 

Canggihnya teknologi modern tidak hanya membawa dampak positif, 

tetapi juga banyak dampak negatif yang ditimbulkan. Salah satu masalah yang 

meresahkan dan menjadi sorotan saat ini yaitu kekerasan seksual terhadap anak 

melalui media online. Dalam hukum positif, kekerasan pada anak telah diatur 

dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Namun, pengaturan 

tentang kekerasan seksual terhadap anak secara online tidak diatur dalam undang-

undang ini. Adapun isu hukum yang dikaji dalam penelitian ini adalah 

bagaimanakah pengaturan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak secara 

online di Indonesia. 

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan metode 

pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pendekatan 

perundang-undangan adalah metode pendekatan dengan menggunakan legislasi 

dan regulasi, sedangkan pendekatan konseptual adalah terhadap doktrin-doktrin 

dan pandangan-pandangan yang berkembang dalam ilmu hukum. 

Hasil dari penelitian ini yaitu mengacu pada dasar filosofis bahwasanya 

anak berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Berdasarkan  asas 

lex specialis systematic (ketentuan yang khusus akan bersifat khusus dari khusus 

yang telah ada) Undang-Undang Perlindungan Anak memang dibuat oleh 

pembuat peraturan perundang-undangan ditujukan secara khusus untuk 

memberikan perlindungan pada anak sebagai korban dari suatu tindak pidana. Jadi 

sudah sepatutnya tindak kekerasan seksual terhadap anak secara online diatur 

secara khusus dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. 

 

 

Kata Kunci: Tindak Pidana, Kekerasan Seksual Terhadap Anak Secara 

Online. 
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ABSTRACT 

The sophistication of modern technology not only brings positive impacts, 

but also many negative impacts. One of the problems that is troubling and in the 

spotlight today is sexual violence against children throughmedia online. In 

positive law, violence against children has been regulated in Law Number 35 of 

2014 concerning Amendments to Law Number 23 of 2002 concerning Child 

Protection. However, the regulation regarding sexual violence against children 

online is not regulated in this law. The legal issues studied in this study are how to 

regulatesexual violence against children online in Indonesia. 

This research is a normative legal research method with a statutory 

approach and a conceptual approach. The statutory approach is an approach 

method using legislation and regulations, while the conceptual approach is to the 

doctrines and views that develop in the science of law. 

The results of this study are based on the philosophical basis that children 

have the right to protection from violence and discrimination. Based on 

theprinciple lex specialis systematic (special provisions will be special from the 

existing ones) the Child Protection Act is indeed made by the legislators and is 

specifically intended to provide protection for children as victims of a criminal 

act. So it is fitting that acts of sexual violence against children online are 

specifically regulated in the Child Protection Act. 

   

Keywords: Crime, Sexual Violence Against Children Online. 
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